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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi stakeholders 
internal terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Universitas 
Sebelas Maret tahun 2009. Penelitian ini berdasarkan pada penelitian sebelumnya 
yang dilakukan Sutedjo (2009), Kasijan (2009), Uruci (2007), Wulandari (2009), 
dan Jagat (2006). Populasi dalam penelitian ini adalah stakeholders internal, 
meliputi para pimpinan, karyawan dan staf di lingkungan Universitas Sebelas 
Maret. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel dari populasi adalah 
metode judgment purposive sampling. Data diperoleh dengan menyebarkan 
kuesioner berisikan total 10 pertanyaan kepada 30 responden. Analisis Gap 
digunakan untuk mengintepretasikan data penelitian. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan persepsi stakeholders internal terhadap 
akuntabilitas laporan keuangan Universitas Sebelas Maret adalah sedang atau 
biasa saja. Persepsi stakeholders internal terhadap transparansi laporan keuangan 
Universitas Sebelas Maret adalah rendah atau tidak puas. 
 
 


























































INTERNAL STAKEHOLDERS PERCEPTION OF ACCOUNTABILITY 
AND TRANSPARENCY OF FINANCIAL STATEMENTS AFTER 
UNIVERSITY SEBELAS MARET SET AS A PUBLIC SERVICE AGENCY 
(Case Study on Financial Statement 2009) 
 
 




The purpose of this study is to determine the internal stakeholders's 
perception of accountability and transparency of Financial Statements of 
University Sebelas Maret in 2009. This research is based on previous research by 
Sutedjo (2009), Kasijan (2009), Uruci (2007), Wulandari (2009), and Jagat 
(2006). The population in this study is internal stakeholders, including the leaders, 
employees and staffs of the University Sebelas Maret. The method sampling is 
judgment purposive sampling method. Data obtained by distributing questionnaire 
containing 10 questions to 30 respondents. Gap analysis is used to interpret 
research data.  
The result of this research shows that internal stakeholders's perception for 
accountability of Financial Statements of University Sebelas Maret is moderate or 
normal. Internal stakeholders's perception for transparency of Financial 
Statements of University Sebelas Maret is low or not satisfied. 
 
 



















































A. Latar Belakang Masalah 
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, sebagai salah satu instansi 
Perguruan Tinggi Negeri, dituntut untuk mengedepankan kualitas, kuantitas, dan 
produktivitas dalam mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
pada masyarakat (UNS, 2009b: 1). Akan tetapi, UNS diharuskan untuk 
menyetorkan seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Kantor 
Perbendaharaan Negara (KPN). Hal ini menimbulkan kesulitan dalam 
pengelolaan anggaran. Dengan keterbatasan yang ada, UNS harus mengatur 
anggaran sedemikian rupa agar dapat digunakan untuk membiayai seluruh 
kegiatan. Keterbatasan ini akhirnya dapat diatasi dengan adanya Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).  
PPK-BLU memberikan kesempatan bagi Universitas Sebelas Maret (UNS) 
Surakarta untuk mengelola keuangan sebagai sumber daya operasional dan 
pengembangan universitas sekaligus menerapkan praktik bisnis akademik 
nirlaba yang sehat, berorientasi pada pelayanan yang prima bagi pemangku 
kepentingan, dan menjalankan misi luhur universitas (UNS, 2009b: 3). 
Pengertian Badan Layanan Umum (BLU) menurut Peraturan Pemerintah RI No. 
23 Tahun 2005 adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau 
jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan 
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Adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan UNS tentu saja harus 
diikuti dengan peningkatan di sisi akuntabilitas dan transparansi. Berdasarkan 
UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) mengenai ketentuan pengelolaan 
keuangan negara, dinyatakan bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan 
negara oleh pemerintah harus dikelola secara tertib taat pada peraturan 
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 
bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 
Pengelolaan dana, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, harus dilandasi 
semangat akuntabilitas dan transparansi.  
Permasalahan akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu 
persoalan yang sampai saat ini terus dikaji oleh berbagai pihak. Permasalahan 
akuntabilitas publik menjadi sangat penting sejak dilaksanakannya otonomi 
daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi 
daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk menciptakan good 
governance, yaitu kepemerintahan yang baik, ditandai dengan adanya 
transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta 
penegakan hukum (Hanapi, 2009: 1).  
Reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah 
kemudian banyak dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan 
akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan. Transparansi adalah prinsip 
yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh 
informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang 
kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. 
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kebijakan yang akan dan telah diambil. Melalui transparansi penyelenggaraan 
pemerintahan, masyarakat dapat memberikan feedback atau outcomes terhadap 
kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah (Rahmanurrasjid, 2008: 19). Salah 
satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik 
adalah melalui penyajian laporan keuangan.  
Tooley dan Jillian (2010) menganalisis kegunaan laporan keuangan bila 
ditinjau dari sisi akuntabilitas dan pengaruh dalam pengambilan keputusan. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan dapat digunakan sebagai 
sarana menilai efektivitas kegiatan, mengetahui tujuan yang ingin dicapai dan 
sarana yang membantu dalam pengambilan keputusan. Penelitian serupa juga 
pernah dilakukan sebelumnya oleh Dixon dan David (2007) pada delapan 
universitas di New Zealand. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan 
kuesioner pada para anggota dewan universitas (council members). Hasil 
penelitian menunjukkan mayoritas responden beranggapan laporan keuangan 
dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (decision usefulness) dan 
menilai akuntabilitas universitas dalam pengelolaan keuangan. Hanya 13% 
responden yang beranggapan bahwa laporan keuangan tidak digunakan untuk 
pengambilan keputusan atau menilai akuntabilitas penggunaan sumber daya 
yang dimiliki dan dikuasai oleh universitas.  
Uruci (2007) melakukan penelitian untuk menguji persepsi masyarakat 
terhadap transparansi keuangan di Kota Madya Shkodra. Masyarakat harus 
mengetahui penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan 
program-program yang telah disusun oleh pemerintah. Informasi ini akan 
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transparansi dalam menegakkan supremasi hukum dan demokrasi di Albania. 
Penelitian ini menggunakan kuisioner dengan jumlah sampel sebanyak 150 
orang yang berada pada lima wilayah berbeda di Kota Madya Shkodra. Hasilnya 
adalah sebanyak 46% responden menganggap laporan keuangan Shkodra tahun 
2003-2006 tidak menjadi lebih transparan bila dibandingkan dengan laporan 
keuangan tahun 2000-2003. Tingkat transparansi yang rendah ini mengakibatkan 
rendahnya partisipasi masyarakat Shkodra dalam penyusunan program-program 
pemerintah.  
Penelitian lain yang membahas persepsi transparansi dan akuntabilitas juga 
telah dilakukan oleh peneliti di Indonesia. Kasijan (2009) menguji perbedaan 
persepsi stakeholders terhadap kriteria dukungan pejabat dalam penerapan 
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), akuntabilitas keuangan dan transparansi 
pada laporan keuangan pemerintah daerah. Sampel yang digunakan untuk 
penelitian ini adalah pengguna internal dan eksternal atas laporan keuangan 
Pemerintah Daerah Kulon Progo. Pengguna internal antara lain Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) di Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai tim penyusun laporan 
keuangan dan PNS di Badan Pengawas Daerah (Bawasda) sebagai auditor yang 
bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah 
daerah. Pengguna eksternal antara lain anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD), anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kalangan 
pers atau wartawan. Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan persepsi 
stakeholders terhadap kriteria dukungan pejabat dalam penerapan SAP, 
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Penetapan UNS sebagai suatu Badan Layanan Umum membawa dua 
implikasi penting. Implikasi pertama adalah perubahan standar yang digunakan 
dalam penyusunan laporan keuangan, dari Standar Akuntansi Pemerintah 
menjadi Standar Akuntansi Keuangan. Implikasi kedua adalah adanya UU No. 
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mewajibkan 
setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi pemohon informasi publik 
untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. 
Kedua implikasi ini dapat mempengaruhi persepsi stakeholders internal terhadap 
akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan UNS pasca ditetapkan sebagai 
Badan Layanan Umum. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini menarik 
untuk dikaji lebih dalam, dengan penelitian yang berjudul: “Persepsi 
Stakeholders Internal terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Laporan 
Keuangan Universitas Sebelas Maret Pasca Ditetapkan sebagai Badan 
Layanan Umum (Studi Kasus pada Laporan Keuangan Tahun 2009)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Setelah UNS ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum, ada perubahan 
standar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan kewajiban 
untuk memberikan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dapat mempengaruhi 
persepsi stakeholders internal terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan 
keuangan UNS. Penelitian untuk mengetahui persepsi stakeholders internal 
terhadap laporan keuangan UNS pasca ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum 
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Secara garis besar rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut. 
1. Bagaimana persepsi stakeholders internal terhadap akuntabilitas laporan 
keuangan UNS pasca ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum? 
2. Bagaimana persepsi stakeholders internal terhadap transparansi laporan 
keuangan UNS pasca ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah, maka 
penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. 
1. Untuk mengetahui persepsi stakeholders internal terhadap akuntabilitas 
laporan keuangan UNS pasca ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum. 
2. Untuk mengetahui persepsi stakeholders internal terhadap transparansi 
laporan keuangan UNS pasca ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 
1. Bagi Universitas Sebelas Maret 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan 
kualitas pelaporan keuangan, sehingga citra lembaga semakin baik di mata 
civitas akademika pada khususnya dan di mata publik pada umumnya. 
2. Bagi Akademisi 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan riset dan referensi 
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3. Bagi Penulis 
Penelitian ini memberikan manfaat untuk mengetahui persepsi stakeholders 





















































A. Landasan Teori 
1. Persepsi 
Persepsi secara etimologi berasal dari kata inggris “perception” dan 
bahasa latin “perceptio”, yang berarti menerima. Pengertian persepsi secara 
terminologi adalah upaya memasukan hal-hal ke dalam kesadaran seseorang 
sehingga dengan demikian seseorang dapat meramalkan atau 
mengidentifikasinya sebagai objek-oblek di dunia luar. Secara umum, 
persepsi dianggap sebagai upaya menafsirkan dan mengadakan sintesis 
terhadap penerapan-penerapan atas suatu objek (Falah, 2006: 42). 
Menurut Robins dalam Sutedjo (2009: 14), persepsi seseorang dapat 
berbeda dari kenyataan obyektif sekalipun tidak selalu berbeda namun sering 
terdapat ketidaksepakatan. Perbedaan individu dalam memandang satu benda 
yang sama namun mempersepsikannya secara berbeda disebabkan oleh 
beberapa faktor, antara lain meliputi pelaku persepsi (sikap, motif, 
kepentingan, pengalaman, dan pengharapan), obyek atau target yang 
dipersepsikan (hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, kedekatan), 
dan situasi dimana persepsi itu dibuat (waktu, keadaan/tempat kerja, keadaan 
sosial). Proses terbentuknya persepsi sangat kompleks dan ditentukan oleh 
dinamika yang terjadi dalam diri seseorang ketika ia memandang suatu objek 
dengan melibatkan aspek psikologis dan panca inderanya. Pembentukan 
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berpikir yang dapat mewujudkan suatu kenyataan yang diinginkan oleh 
seseorang terhadap suatu obyek yang diamati.  
Menurut Gibson dalam Kasijan (2009: 15) ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi persepsi individu. 
a. Stereotyping 
Menyamaratakan, menyederhanakan dan percaya pada pandangan diri 
sendiri tentang karakteristik personal seseorang. Lingkungan sekitar 
mempengaruhi persepsi seseorang tentang sesuatu. 
b. Selectivity 
Seseorang kadang kala mengabaikan informasi yang mengakibatkan rasa 
tidak nyaman dan mereka memahami informasi yang mendukungnya. 
c. Self Concept 
Seseorang sering menggunakan dirinya sebagai benchmark dalam 
memandang orang lain. Orang yang dapat mengenali dirinya secara 
keseluruhan akan lebih mudah untuk memahami orang lain. 
d. Situation 
Tekanan terhadap waktu, sikap seseorang dan pengaruh situasi membuat 
persepsi seseorang dapat berubah. 
e. Needs 
Kebutuhan-kebutuhan individu akan memperngaruhi persepsi seseorang 
terhadap lingkungan. 
f. Emotions 
Emosi seseorang dapat membuat persepsi negatif atau positif terhadap 
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2. Badan Layanan Umum 
Pengertian Badan Layanan Umum (BLU) menurut Peraturan 
Pemerintah RI No. 23 Tahun 2005 Pasal 1 adalah suatu instansi di lingkungan 
pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan 
mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada 
prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU bertujuan untuk meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum 
dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam 
pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan 
penerapan praktik bisnis yang sehat.  
BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian 
negara/lembaga/pemerintah daerah, sehingga status hukum BLU tidak 
terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi 
induk. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU memiliki tanggung jawab atas 
pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan 
kepadanya. Suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola 
keuangan dengan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLU apabila memenuhi 
persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 
2005 Pasal 4. Adapun persyaratan yang dimaksud meliputi persyaratan 
substantif, teknis, dan administratif.  
a. Persyaratan Substantif  
Persyaratan ini terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan 
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1) penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum; 
2) pengelolaan wilayah/kawasan tertentu yang bertujuan untuk 
meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; 
dan/atau 
3) pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi 
dan/atau pelayanan kepada masyarakat. 
b. Persyaratan Teknis  
Persyaratan teknis dianggap terpenuhi apabila: 
1) kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak 
dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana 
direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD 
(Satuan Kerja Perangkat Daerah); dan 
2) kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah 
sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan 
BLU. 
c. Persyaratan Administratif  
Persyaratan ini terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan 
dapat menyajikan seluruh dokumen berikut: 
1) pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, 
keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; 
2) pola tata kelola; 
3) rencana strategis bisnis; 
4) laporan keuangan pokok; 
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6) laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia diaudit independen. 
Seluruh dokumen harus disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga/ 
kepala SKPD untuk mendapatkan persetujuan. 
BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas 
barang/jasa yang diberikan. Imbalan atas barang/jasa ditetapkan dalam bentuk 
tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per 
investasi dana. Tarif layanan diusulkan oleh BLU kepada menteri/pimpinan 
lembaga/kepala SKPD. Penetapan tarif layanan harus mempertimbangkan 
kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan 
dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat. 
BLU menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu 
kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) atau 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). BLU menyusun 
RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran) tahunan dengan mengacu kepada 
Rencana Strategis Bisnis (RSB). RBA BLU disusun berdasarkan kebutuhan 
dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima. RBA BLU 
digunakan sebagai acuan dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran 
BLU. Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD diberlakukan 
sebagai pendapatan BLU. Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang 
diberikan BLU kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari 
masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional BLU. Hibah 
terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan 
yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukan. Hasil kerjasama BLU 
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BLU. Pendapatan ini dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU 
sesuai RBA yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Belanja BLU terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya 
yang dituangkan dalam RBA. Pengelolaan belanja BLU diselenggarakan 
secara fleksibel. Fleksibilitas pengelolaan belanja berlaku dalam ambang 
batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA. Belanja BLU yang 
melampaui ambang batas fleksibilitas harus mendapat persetujuan Menteri 
Keuangan/gubernur/bupati/walikota atas usulan menteri/pimpinan lembaga/ 
kepala SKPD. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLU dapat 
mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBN/APBD kepada Menteri 
Keuangan/PPKD melalui menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD. 
 
3. Laporan Keuangan 
Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi 
yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan 
atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut 
Hery (2009: 6), laporan keuangan ini berfungsi sebgai alat informasi yang 
menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang 
menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja 
perusahaan. Tujuan khusus laporan keuangan menurut APB (Accounting 
Principles Board) Statement No. 4 adalah menyajikan posisi keuangan, hasil 
usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan 
prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Pernyataan Standar 
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keuangan adalah menyediakan informasi yang mengangkut tentang posisi 
keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 
bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan suatu keputusan 
(IAI, 2007: 2). 
Nordiawan, Iswahyudi dan Maulidah (2007: 128) mengemukakan 
bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan 
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu 
entitas pelaporan selama periode pelaporan. Laporan keuangan terutama 
digunakan untuk membandingkan antara realisasi pendapatan, belanja, 
transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Selain itu, laporan keuangan juga dapat digunakan untuk menilai kondisi 
keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, 
serta membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap perundang-
undangan. 
Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2005 Pasal 26 ayat (2), 
laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi 
Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia. Laporan 
keuangan BLU meliputi laporan realisasi anggaran atau laporan operasional, 
neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, disertai laporan 
mengenai kinerja. Bila BLU memiliki unit-unit usaha, maka laporan 
keuangan unit-unit usaha ini harus dikonsolidasikan dalam laporan keuangan 
BLU. Laporan keuangan BLU disampaikan kepada menteri/pimpinan 
lembaga/kepala SKPD serta kepada Menteri Keuangan/gubernur/bupati/ 
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Laporan keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
laporan pertanggungjawaban. Penggabungan laporan keuangan BLU pada 
laporan keuangan kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah 
dilakukan dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 
Laporan keuangan BLU harus diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
4. Pengguna Laporan Keuangan 
Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang 
memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada 
pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) terhadap hasil kinerja dan 
kondisi keuangan perusahaan. Informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh para 
pengguna keuangan sangat berbeda tergantung pada jenis keputusan yang 
hendak diambil.  
Pengguna laporan keuangan sektor publik berbeda dengan pengguna 
laporan keuangan bisnis atau privat. Laporan keuangan bisnis atau sektor 
privat lebih banyak digunakan oleh investor dan kreditor dalam pengambilan 
keputusan sedangkan laporan keuangan yang dibuat oleh sektor publik pada 
dasarnya adalah untuk semua pihak yang menjadi pemangku kepentingan 
(stakeholders). Setiap pemangku kepentingan tersebut memiliki kebutuhan 
dan kepentingan yang berbeda terhadap informasi yang diberikan. Seringkali 
di antara kelompok tersebut terjadi konflik kepentingan. Laporan keuangan 
diharapkan dapat memberikan informasi kepada berbagai kelompok 

















































Menurut Novandy (2009: 15), dalam beberapa tahun belakangan ini, 
Good Governance atau pemerintahan yang baik marak dibicarakan sebagai 
solusi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam mengelola sektor 
publik di segala bidang. Adapun prinsip-prinsip Good Governance menurut 
UNDP (United Nations Development Programme) adalah sebagai berikut. 
a. Partisipasi (Participation) 
b. Aturan main (Rule of Law) 
c. Transparansi (Transparency) 
d. Tanggap (Responsiveness) 
e. Orientasi Konsensus (Consensus Orientation) 
f. Keadilan (Equity) 
g. Efisiensi dan keefektifan (Efficiency and effectiveness) 
h. Akuntabilitas (Accountability) 
i. Strategi pandangan ke depan (Strategic vision) 
Salah satu prinsip Good Governence adalah prinsip akuntabilitas 
(accountability). Menurut Mahmudi dalam Falah (2006: 36), akuntabilitas 
publik terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal (vertical 
accountability), dan akuntabilitas horizontal (horizontal accountability). 
Akuntabilitas vertikal (vertical accountability) adalah akuntabilitas kepada 
otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepada kepala dinas kepada 
bupati atau walikota, menteri kepada presiden, dan sebagainya. Akuntabilitas 
horizontal (horizontal accountability) adalah akuntabilitas kepada publik atau 
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Akuntabilitas memiliki pengertian pertanggungjawaban dengan 
menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai 
lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan 
sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (checks and balances 
system). Pada dasarnya, setiap pengambilan kebijakan publik akan 
berdampak pada sekelompok orang atau seluruh masyarakat, baik dampak 
yang menguntungkan atau merugikan, maupun langsung atau tidak langsung. 
Oleh karena itu, penyusun dan penentu kebijakan publik harus dapat 
mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambilnya. Suatu 
organisasi sektor publik memiliki kewajiban memberikan pelaporan kepada 
masyarakat sebagai agen yang memberikan amanah kepada pemerintah untuk 
mengelola sumber daya publik. Suatu organisasi sektor publik sebagai bagian 
dari penyelenggara pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan strategik yang 
ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud 
berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga 
pengawasan dan penilai akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan keinginan 
pemerintah yang disusun dalam Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2005. 
Menurut Peraturan Pemerintah ini, tujuan pelaporan keuangan adalah 
menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan 
menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang 
dipercayakan kepadanya, dengan: 
a. menyediakan informasi mengenai posisi dan perubahan sumber daya 
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b. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan 
sumber daya ekonomi; 
c. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap 
anggaran; 
d. menyediakan informasi mengenai cara entitas mendanai aktivitasnya 
dan memenuhi kebutuhan kasnya; 
e. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk 
membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah; dan 
f. menyediakan informasi berguna untuk mengevaluasi kemampuan 
entitas dalam mendanai aktivitasnya. 
Bagi Universitas Sebelas Maret, akuntabilitas akan menjadi acuan 
dalam mengembangkan perangkat peraturan, pengaturan dan kesepakatan 
yang mengikat bagi keseluruhan civitas akademika untuk mencapai 
peningkatan kualitas yang berkelanjutan yang sesuai dengan tuntutan 
masyarakat (UNS, 2009a: 69). Pelaksanaan akuntabilitas di Universitas 
Sebelas Maret Surakarta meliputi tiga aspek, yaitu akuntabilitas program, 
akuntabilitas kegiatan, dan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas program 
berupa penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja yang dilakukan oleh 
penanggung jawab program, untuk selanjutnya dipergunakan sebagai bahan 
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 
setiap akhir tahun kepada Departemen Pendidikan Nasional. Akuntabilitas 
kegiatan mencakup mekanisme atau prosedur pencapaian tujuan yang 
didalamnya mengandung kebijakan-kebijakan mulai dari perencanaan sampai 













































commit to user 
19 
 
dengan penetapan standar pelayanan minimum untuk masing-masing 
kegiatan. Aspek akuntabilitas keuangan, UNS dituntut dapat menyajikan 
laporan keuangan konsolidasi secara periodik, yang terdiri dari Laporan 
Realisasi Anggaran dan Laporan Aktivitas, Neraca (Balance Sheet), Laporan 
Arus Kas (Statement of Cash Flows), Catatan (pengungkapan/penjelasan) atas 
Laporan Keuangan, dan Laporan Aktivitas. Selain laporan-laporan tersebut, 
terdapat pula laporan keuangan yang lain yang bermanfaat bagi kepentingan 
manajemen universitas, misalnya, laporan tiap segmen (segmented 
reporting). Laporan ini memberikan gambaran tentang kinerja/keadaan 
keuangan dari masing-masing unit di lingkungan universitas. 
 
6. Transparansi 
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi 
setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 
pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan 
pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip transparansi memiliki 
dua aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat 
terhadap akses informasi. Menurut Dwiyanto dalam Kasijan (2009: 25), 
masyarakat dan stakeholders memiliki hak untuk mengakses informasi 
mengenai jumlah anggaran yang dialokasikan untuk suatu kegiatan tertentu 
termasuk juga alasan yang melatarbelakanginya. Masyarakat perlu 
mengetahui seberapa besar pemerintah memberikan perhatian terhadap 
kepentingan dan kebutuhannya. Dengan memiliki akses informasi mengenai 
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dimiliki pemerintah digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat atau dapat diketahui apakah pemerintah membelanjakan 
kepentingan rakyat atau hanya untuk kepentingan pejabatnya. 
Transparansi harus disajikan secara seimbang, antara kebutuhan akan 
kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak 
privasi individu. Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang 
berlebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Oleh karena itu, 
kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang 
mencakup kriteria yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi 
apa saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan 
(Hanapi, 2009: 16). Dalam UU Keterbukaan Informasi Publik, Informasi 
Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik kepada publik adalah: 
a. informasi yang dapat membahayakan negara; 
b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari 
persaingan usaha tidak sehat; 
c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; 
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau 
e. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. 
Prinsip transparansi sangat diperlukan oleh organisasi yang maju, karena di 
dalamnya melekat aspek-aspek pengawasan baik secara internal maupun 
eksternal. Dengan adanya keterbukaan informasi, diharapkan dapat 
menghasilkan manajemen organisasi yang sehat, efisien, efektif dan 
bertanggung jawab serta sesuai dengan harapan masyarakat yakni 
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terbuka mulai dari proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan 
dan juga pengendaliannya (UNS, 2009a: 83). 
 
B. Telaah Penelitian-Penelitian Terdahulu 
Penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi sebagai bahan 
telaah dalam penelitian ini akan dibahas pada tabel berikut ini. 
Tabel 2.1 
Penelitian-Penelitian Terdahulu 
No Penelitian Analisis Data Kesimpulan 
1 Sutedjo (2009) menganalisis 
persepsi stakeholders 
internal dan eksternal 
terhadap transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan 
keuangan di Sekolah 
Menengah Pertama Standar 
Nasional se-Kabupaten 
Kendal. 








2 Kasijan (2009) menguji 
persepsi stakeholders 
terhadap kriteria dukungan 
pejabat dalam penerapan 
Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP), 
akuntabilitas keuangan dan 
transparansi pada laporan 
keuangan Pemerintah 
daerah Kulon Progo. 






dalam penerapan SAP, 
akuntabilitas keuangan 




3 Uruci (2007) melakukan 
penelitian untuk menguji 
persepsi masyarakat 
terhadap transparansi 
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No Penelitian Analisis Data Kesimpulan 
4 Wulandari (2009) 
melakukan penelitian untuk 
mengetahui apakah ada 
perbedaan persepsi antara 
internal dan eksternal users 
atas akuntabilitas publik dan 










LPJ Pemda Surakarta. 
5 Jagat (2006) meneliti 
persepsi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Serang terhadap 
partisipasi masyarakat dan 
transparansi kebijakan 











Sumber: Data Pribadi yang Diolah (2011) 
Penelitian-penelitian terdahulu mengenai transparansi dan akuntabilitas 
keuangan memang sudah banyak dilakukan. Penelitian ini menjadi menarik 
untuk dilakukan karena belum pernah dilakukan penelitian untuk menguji 
persepsi stakeholders terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan 
UNS. Dengan mengetahui persepsi stakeholders terkait akuntabilitas dan 
transparansi laporan keuangan yang dikeluarkan pasca penetapan UNS sebagai 
BLU, diharapkan UNS dapat berbenah diri untuk menghasilkan laporan 
keuangan yang lebih baik di periode yang akan datang. 
 
 



















































A. Desain Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini 
menggunakan pendekatan studi deskriptif melalui studi kasus yang dilakukan di 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tujuan studi deskriptif adalah memberikan 
kepada peniliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang 
relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, 
orientasi industri atau lainnya. Sedangkan studi kasus sendiri merupakan 
penyelidikan studi yang dilakukan dalam situasi organisasi lain yang mirip, yang 
juga merupakan metode pemecahan masalah atau untuk memahami fenomena 
yang diminati dan menghasilkan pengetahuan lebih lanjut dalam bidang tersebut 
(Sekaran, 2006: 155).  
 
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono dalam Jagat, 
2006: 32). Populasi dalam penelitian ini adalah stakeholders internal, 



















































Sampel adalah bagian populasi yang akan dipelajari secara detail, yang 
karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan 
populasi. Proses pengambilan sampel merupakan proses yang penting. Proses 
pengambilan sampel harus dapat menghasilkan sampel yang akurat dan tepat. 
Sampel yang tidak akurat dan tidak tepat akan memberikan kesimpulan riset 
yang tidak diharapkan atau dapat menghasilkan kesimpulan salah yang 
menyesatkan (Jogiyanto, 2010: 73).  
Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 
judgment purposive sampling. Menurut Jogiyanto (2010: 79), judgment 
purposive sampling adalah pengambilan sampel dari populasi dengan kriteria 
berupa suatu pertimbangan tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah struktur jabatan responden di Universitas Sebelas Maret, yaitu 
responden yang berada pada posisi pimpinan di setiap unit kerja Universitas 
Sebelas Maret. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu dalam pengumpulan 
data yang diperlukan. Penulis berasumsi bahwa para pimpinan unit kerja akan 
memperoleh laporan keuangan Universitas Sebelas Maret lebih cepat 
dibandingkan para staf dan karyawan. 
 
C. Metode Pengumpulan Data 
1. Data Primer 
Penelitian ini dilakukan dengan metode survei. Survei atau self 
administrated survey adalah metode pengumpulan data primer dengan 
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memberikan kuesioner, dimana responden hanya tinggal memilih salah satu 
jawaban yang sudah tersedia atas beberapa item pertanyaan yang diberikan. 
Penelitian ini menggunakan dimensi waktu cross-sectional dimana data 
hanya sekali dikumpulkan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian 
(Sekaran, 2006: 177). 
2. Data Sekunder 
Data sekunder dalam penelitian ini berupa literatur-literatur yang 
berhubungan dengan penelitian ini, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, 
dan data lainnya. 
 
D. Pengukuran Variabel 
Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan instrumen Likert 
skala lima poin dengan interval yang sama. Adapun alternatif jawaban yang 
tersedia mempunyai nilai sebagai berikut ini. 
Sangat Setuju  :  5 
Setuju   :  4 
Ragu-ragu  :  3 
Tidak Setuju   :  2 
Sangat Tidak Setuju :  1 
Item-item pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner, untuk mengetahui 
persepsi stakeholders internal terkait akuntabilitas dan transparansi laporan 
keuangan UNS, diadopsi dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh 
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E. Definisi Operasional 
1. Kriteria Akuntabilitas 
a. Pertanggungjawaban dana publik 
Salah satu tujuan laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan 
informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan 
akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan 
kepadanya. Akuntabilitas di lingkungan universitas pada dasarnya 
merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya 
serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada universitas. 
Pertanggungjawaban ini diperlukan karena pihak universitas selalu 
berhadapan dengan sejumlah pihak yang berkepentingan yang memiliki 
pengaruh terhadap aliran sumber daya yang diperlukan untuk 
penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan (UNS, 2009a: 69). 
b. Jenis dan bentuk laporan keuangan 
Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas 
penggunaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas 
(Nordiawan; Iswahyudi dan Maulidah, 2007: 151). Jenis dan bentuk 
laporan keuangan Badan Layanan Umum menurut Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia No. 23 Tahun 2005 adalah laporan realisasi anggaran 
atau laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan 
keuangan disertai laporan mengenai kinerja. Pedoman yang digunakan 
dalam penyusunan laporan keuangan BLU sesuai dengan Standar 
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c. Penyajian tepat waktu 
Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan Negara adalah melalui penyampaian laporan 
keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Penyajian laporan keuangan BLU menurut 
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 Pasal 27 ayat (5) paling lambat 
satu bulan setelah periode pelaporan berakhir. 
Penyajian laporan keuangan yang tepat waktu menjadi indikator 
keseriusan setiap unit kerja dalam memberikan pertanggungjawaban atas 
sumber daya yang telah digunakan. Penyajian tepat waktu juga menjadi 
bukti adanya kepatuhan pengelola keuangan terhadap peraturan yang 
mengatur jangka waktu pembuatan laporan keuangan (Kasijan, 2009: 55). 
d. Pemeriksaan (audit) 
Salah satu perbedaan mendasar dari pengelolaan keuangan badan 
layanan umum, adalah fleksibilitas dalam menggunakan kas yang berasal 
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebelum penerapan PK-BLU, 
UNS diharuskan untuk menyetor seluruh Penerimaan Negara Bukan 
Pajak ke Kantor Perbendaharaan Negara (KPN). Akan tetapi, di satu sisi 
fleksibilitas ini juga memperbesar potensi penyimpangan penggunaan 
dana. Oleh karena itu, laporan keuangan BLU harus diaudit oleh 
pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan 
program-program yang telah dibiayai dengan menggunakan keuangan 
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tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan atau pelayanan yang diberikan 
pada masyarakat. 
e. Respon yang cepat 
Setelah menerima hasil dan opini audit atas laporan keuangan, maka 
pihak pembuat laporan harus merespon dengan cepat terkait kelemahan-
kelemahan yang telah ditemukan oleh auditor. Hasil audit harus direspon 
dengan cepat oleh pihak pembuat laporan keuangan sebagai bahan 
pertimbangan dan instropeksi diri guna mencapai hasil yang lebih baik di 
masa yang akan datang. 
2. Kriteria Transparansi 
a. Ketersediaan sistem informasi 
Salah satu penerapan prinsip transparansi yang telah dilakukan oleh 
Universitas Sebelas Maret Surakarta adalah dijalankannya beberapa 
aplikasi sistem Informasi secara online oleh Pusat Komputer UNS yang 
bekerjasama dengan pihak lain, yang mencakup Sistem Administrasi 
Keuangan, Sistem Administrasi Akademik, Sistem Administrasi 
Kemahasiswaan, Sistem Administrasi Ketenagaan, dan Sistem 
Administrasi Sarana dan Prasarana. Dengan adanya sistem informasi ini, 
diharapkan dapat meningkatkan transparansi informasi UNS Surakarta. 
b. Aksesibilitas terhadap laporan keuangan 
Salah satu prinsip pada Tata Kelola adalah transparansi, yaitu 
adanya asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus 
informasi agar informasi mengenai universitas secara langsung dapat 
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laporan keuangan yang telah diaudit oleh pemeriksa/auditor eksternal 
akan ditayangkan pada situs UNS agar semua pihak dapat memperoleh 
informasi terkait program-program yang telah dilakukan selama satu 
periode pelaporan. 
c. Publikasi laporan keuangan 
Dengan adanya UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik), setiap 
badan layanan publik memiliki kewajiban untuk mempublikasikan 
laporan kuangan sebagai wujud keterbukaan informasi (transparansi) dan 
pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya. UU KIP adalah salah 
satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2008 dan 
mulai berlaku sejak dua tahun dari pengesahan. Undang-Undang yang 
terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap 
Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi 
publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi 
tertentu. 
d. Hak untuk mengetahui hasil audit 
Hak untuk mengetahui hasil pemeriksaan merupakan bagian dari 
right to know yang dimiliki oleh setiap individu (Kasijan, 2009: 59). Hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Susilo (2006) menyatakan bahwa publik 
sebagai stakeholders menilai informasi yang ada dalam laporan keuangan 
audit pemerintah sampai saat ini belum memenuhi kebutuhan publik atas 
informasi hasil audit, baik audit keuangan, audit efisiensi dan efektivitas, 
serta audit kepatuhan. Informasi yang disampaikan hanya sebatas 
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berarti ketika publik mengerti dan mengetahui bahwa bukti-bukti 
transaksi dapat dipalsukan dan direkayasa. 
e. Ketersediaan informasi kinerja 
Informasi atas hasil kinerja merupakan salah satu wujud 
transparansi. Seorang pimpinan BLU bertanggungjawab terhadap kinerja 
operasional BLU sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan dalam RBA 
(Rencana Bisnis dan Anggaran).  Transparansi merujuk pada keterbukaan 
informasi sehingga pihak stakeholders, terutama eksternal, dapat 
menggunakannya untuk mengetahui penyalahgunaan yang mungkin 
terjadi. Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk 
mengukur transparansi adalah bertambahnya wawasan dan pengetahuan 
masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, meningkatnya 
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, meningkatnya jumlah 
masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan demikian, 
bila laporan kinerja dapat diperoleh semua pihak, maka pihak universitas 
tentu saja akan semakin banyak memperoleh aspirasi dan saran yang 
bermanfaat dalam penyusunan program-program. 
 
F. Teknik Analisis Data 
1. Statistik Deskriptif 
Menurut Jogiyanto (2010: 163), statistik deskriptif (descriptive 
statistics) merupakan fenomena atau karakteristik dari data. Karakteristik data 
yang digambarkan adalah karakteristik distribusinya. Analisis statistik 
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jenis kelamin, usia, lama jabatan dan lama bekerja dalam institusi. Analisis 
deskriptif dilakukan dengan mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data 
observasi agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh gambaran 
mengenai sifat objek dan data tersebut. 
 
2. Uji Validitas 
Menurut Ghiselli dalam Jogiyanto (2010: 120), uji validitas 
menunjukkan seberapa jauh suatu tes atau satu set dari operasi-operasi 
mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas bertujuan untuk 
mengetahui sejauh mana suatu alat pengukur dapat mengungkapkan dengan 
jitu bagian-bagian gejala yang hendak diukur. Penelitian ini menguji validitas 
dengan melakukan uji korelasi antara masing-masing skor indikator (skor 
item pertanyaan) dengan skor konstruk (skor total) atau lebih dikenal dengan 
uji korelasi ”Pearson Product Moment”. 
 
3. Uji Realibilitas 
Menurut Santoso (2006: 127), pengukuran reliabilitas pada dasarnya 
bisa dilakukan dengan dua cara. 
a. Repeated Measure (ukur ulang) 
Seseorang akan diberikan pertanyaan yang sama pada waktu yang 
berbeda, kemudian dilihat apakah responden tersebut tetap konsisten 
dengan jawaban yang diberikan. Cara ini jarang dilakukan karena selain 
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b. One Shot 
Pengukuran reabilitas dengan metode ini hanya dilakukan sekali dalam 
satu waktu tertentu. Cara ini paling sering digunakan oleh para peneliti 
karena lebih efisien dari segi waktu dan biaya.  
Reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode one shot dan diuji 
dengan metode Cronbach’s Alpha. Adapun klasifikasi nilai Cronbach’s 
Alpha yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
0,8-1,0    :  Reliabilitas baik 
0,6-0,799   :  Reliabilitas diterima 
Kurang dari 0,6    :  Reliabilitas kurang baik 
 
4. Analisis Gap (Selisih) 
Gap analysis merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk 
mengetahui kesenjangan atau selisih antara persepsi kondisi aktual terhadap 
persepsi kondisi yang diharapkan (expectation). Prosedur pengujiannya 
(Rahmulyono, 2008: 78) adalah sebagai berikut. 
a. Menghitung rata-rata (mean), dengan cara jumlah skor jawaban dibagi 
dengan jumlah responden. 
b. Menghitung selisih (gap) setiap dimensi pertanyaan dengan cara: 
Gap =  Rata-rata Aktual – Rata-rata Expectation 
c. Membuat klasifikasi jawaban berdasar interval nilai. Kepuasan paling 
rendah terjadi pada saat kondisi aktual berada jauh di bawah harapan, 
yaitu saat kinerja minimal (1) sedangkan harapan maksimal (5), sehingga 
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saat kinerja jauh melampaui harapan, yaitu saat kinerja maksimal (5) 
sedangkan harapan minimal (1), sehingga skor tertinggi adalah 4. Nilai 
intervalnya adalah: 
Interval =  (Skor tertinggi – Skor terendah) / Jumlah kelompok 
    =  (4-(-4)) / 5 
    =  1,6 
Dari nilai interval sebesar 1,6 dapat dibuat klasifikasi jawaban sebagai 
berikut: 
-4  s/d  -2,4 :  Sangat Rendah 
               -2,4  s/d  -0,8 :  Rendah 
                -0,8  s/d  0,8 :  Sedang 
                 0,8  s/d  2,4 :  Tinggi 
2,4  s/d  4  :  Sangat Tinggi 
Klasifikasi jawaban di atas meragukan karena adanya nilai klasifikasi 
yang berulang (overlapping class limits). Untuk menghindarinya, 
dipergunakan klasifikasi kelas sebagai berikut (Djarwanto, 2001: 71). 
-4  s/d  -2,39 :  Sangat Rendah 
                     -2,4  s/d  -0,79 :  Rendah 
                     -0,8  s/d  0,79 :  Sedang 
                      0,8  s/d  2,39 :  Tinggi 



















































ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum UNS 
1. Sejarah UNS 
Sejarah berdirinya UNS (Universitas Sebelas Maret) dapat dilihat pada 
gambar di bawah ini. 
1946 Gagasan para pengelola pendidikan tinggi di kota Surakarta 
untuk mendirikan sebuah universitas negeri. 
 
1968 Pemerintah Daerah (Pemda) kota Surakarta membentuk Tim 
Pengumpul dan Pengolah Data (P2D) persiapan universitas 
negeri. 
 
1972 Usulan pendirian universitas negeri diajukan kepada 
Pemerintah Pusat. 
 
1973 Usulan pendirian universitas negeri diajukan kepada DPRD 
kota Surakarta. 
 
1974 Rapat koordinasi menghasilkan rekomendasi 12 PTS 
(Perguruan Tinggi Swasta) bersedia menggabungkan diri 
untuk mendirikan sebuah Universitas Negeri. 
 
1975 · Universitas Gabungan Surakarta (UGS) didirikan, yang 
merupakan gabungan beberapa Perguruan Tinggi 
Kedinasan dan PTS di Kota Surakarta. 
· IKIP Negeri Surakarta, PTPN Veteran cabang Surakarta, 
AAN Negeri Surakarta, STO Negeri Surakarta bersedia 
meleburkan diri dan bergabung dengan UGS. 
Penggabungan ini menjadi cikal bakal berdirinya 
Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret. 
 
1976 Universitas Negeri Surakarta (UNS) Sebelas Maret resmi 
didirikan pada 11 Maret 1976.  
 
1982 Nama dan singkatan (UNS Sebelas Maret) berubah menjadi 




UNS memiliki 9 fakultas dengan 54 program studi S1. 
 
Gambar 4.1 Sejarah Singkat UNS 
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2. Profil UNS 
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta adalah perguruan tinggi 
yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan dipimpin 
oleh Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 
Menteri Pendidikan Nasional. Kampus utama dan kantor pusat UNS 
berlokasi di Jalan Ir. Sutami 36A Surakarta. Untuk periode kepemimpinan 
2007-2011, UNS dipimpin oleh Rektor yakni Prof. Dr. H. Much. 
Syamsulhadi, dr. Sp.KJ (K), dengan empat Pembantu Rektor. Pembantu 
Rektor 1 menangani bidang akademik, Pembantu Rektor 2 menangani bidang 
sumber daya keuangan, fisik dan SDM, Pembantu Rektor 3 memperhatikan 
aspek kemahasiswaan, dan Pembantu Rektor 4 menangani bidang 
perencanaan, pengembangan, dan kerjasama UNS. Manajemen puncak ini 
dibantu dengan empat biro administratif, terdiri dari Biro Administrasi 
Akademik, Biro Administrasi Umum dan Keuangan, Biro Administrasi 
Kemahasiswaan, dan Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi. 
Perangkat manajemen lain adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat, Lembaga Pengembangan Pendidikan, Kantor Jaminan Mutu, 
Satuan Pengawas Internal, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Senat 
Universitas merupakan lembaga normatif UNS yang mendampingi Rektor 
dalam kebijakan-kebijakan UNS. 
Adapun tugas pokok UNS adalah menyelenggarakan program 
pendidikan akademik dan atau professional dalam sejumlah disiplin ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian tertentu. Untuk menyelenggarakan 
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a. melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi, 
b. melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian, 
c. melaksanakan pengabdian pada masayarakat, dan 
d. melaksanakan pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan 
lingkungan, 
e. melaksanakan kegiatan layanan administratif. 
. 
3. Struktur UNS 
Struktur organisasi UNS sebelum penerapan Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum (PK-BLU) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/O/1995 











Gambar 4.2 Struktur Organisasi UNS sebelum penerapan PK-BLU 
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Dalam rangka implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (PK-BLU), maka struktur organisasi Universitas Sebelas Maret 
(UNS) Surakarta memerlukan penyesuaian. Perubahan struktur organisasi ini 
disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 23 












Gambar 4.3 Struktur Organisasi UNS setelah penerapan PK-BLU 
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Ringkasan tugas setiap unit kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 4.1 
Ringkasan Tugas Unit Kerja pada UNS 
 
UNIT KERJA RINGKASAN TUGAS 
Dewan Penyantun Memberikan saran dan/atau bantuan bagi 
pengembangan dan kemajuan universitas 
Dewan Pengawas Melakukan pengawasan terhadap pengurusan 
universitas yang dilakukan oleh Pejabat 
Pengelola Universitas mengenai pelaksanaan 
Rencana Bisnis dan Anggaran, Rencana 
Strategis Bisnis, dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 
Rektor dan 
Pembantu Rektor 
Bertindak sebagai Pemimpin BLU dan berfungsi 
sebagai penanggung jawab umum operasional 
dan keuangan universitas. 
Senat Universitas · Memberikan pertimbangan dan persetujuan 
atas rencana Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Universitas yang diajukan oleh 
pimpinan Universitas; 
· Menilai pertanggungjawaban pimpinan 
Universitas 
· Memberikan pertimbangan kepada Menteri 
berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan 
untuk diangkat menjadi Rektor 
· Membentuk komisi-komisi yang 




· Membantu menciptakan sistem pengendalian 
internal yang efektif dan memastikan bahwa 
pengendalian internal tersebut telah dipatuhi 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
· Melakukan penilaian terhadap sistem 
pengendalian internal yang berlaku serta 
pelaksanaannya di semua kegiatan, fungsi, 
dan Program universitas 
Kantor Jaminan 
Mutu 
· Membantu Rektor dalam melakukan 
evaluasi kegiatan, dan menyusun laporan 
kegiatan akademik dalam rangka memberikan 
jaminan mutu lulusan universitas. 
· Melaksanakan audit sistem dan kepatuhan 























































Memberikan layanan administrasi umum dan 




Memberikan layanan teknis dan administratif 




Memberikan layanan teknis dan administratif 




Melaksanakan layanan teknis dan administratif 
perencanaan dan sistem informasi 
Fakultas Mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan 
pendidikan akademik dalam satu atau 
seperangkat cabang ilmu pengetahuan, 





Melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau 
dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan 
pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan 
oleh pusat-pusat penelitian, pengkajian, dan ikut 
serta mengusahakan dan mengendalikan 




Melaksanakan penelitian, pengembangan, 




Menyelenggarakan pendidikan program 
magister, program doktor, dan/atau program 
spesialis. 
UPT MKU (Mata 
Kuliah Umum) 
Melaksanakan dan mengkoordinasikan 
pelaksanaan perkuliahan mata kuliah tertentu 
yang bersifat lintas fakultas; 
UPT Komputer Menyelenggarakan penerapan teknologi 
informasi dan komunikasi untuk kepentingan 
tugas manajemen internal, akademik serta sistem 
komunikasi. 
UPT Perpustakaan Melaksanakan pelayanan informasi ilmiah 
berupa : bahan pustaka; jurnal ilmiah; skripsi; 
thesis dan disertasi baik dalam bentuk cetak, dan 
media elektronik untuk keperluan pendidikan, 





Memberikan layanan kepada civitas akademika 
dan masyarakat terutama dibidang peningkatan 
kemampuan bahasa asing dan pelayanan 
sertifikasi bahasa 
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UNIT KERJA RINGKASAN TUGAS 
UPT UNS Press Memberikan layanan dibidang pencetakan dan 
penerbitan dokumen-dokumen dan buku teks, 




Memberikan pelayanan praktikum, penelitian 
dan pengujian ilmu-ilmu MIPA baik untuk 
keperluan UNS maupun masyarakat 
Kantor Humas dan 
Kerjasama 
Membantu Rektor dalam mengembangkan 
jaringan hubungan masyarakat dan kerjasama 
dibidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan 
pihak-pihak lain di luar Universitas 
Unit Usaha Mengembangkan kegiatan bisnis yang tidak 
terkait dengan kegiatan akademik sebagai upaya 
meningkatkan pendapatan diluar subsidi 
pemerintah dan biaya pendidikan dari 
mahasiswa.     
               Sumber: UNS (2009a) 
 
B. Deskripsi Data Responden 
Responden dalam penelitian ini adalah stakeholders internal di UNS. 
Stakeholders internal meliputi para pimpinan unit-unit kerja yang memiliki 
wewenang dalam pengambilan keputusan. Kuesioner yang disebar kepada 
responden sebanyak 50 kuesioner. Kuesioner mulai disebar pada bulan Oktober 
2010 sampai dengan bulan Februari 2011. Jumlah kuesioner yang kembali 
sebanyak 34 kuesioner, kuesioner yang tidak kembali sebanyak 16 kuesioner. 
Dari 34 kuesioner yang kembali, 4 kuesioner di antaranya tidak dijawab dengan 
lengkap untuk beberapa item pertanyaan sehingga tidak dapat digunakan dalam 
analisis data. Kuesioner yang bisa digunakan untuk penelitian ini sebanyak 30 
kuesioner. Dengan demikian, response rate dalam penelitian ini adalah sebesar 
60%. Jumlah kuesioner yang terkumpul telah memenuhi ukuran sampel 
minimum, yaitu sebanyak 30 item. (Jogiyanto, 2010: 86). Menurut Santoso 
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(2006: 5), jika jumlah data terlalu sedikit, bisa diusahakan penambahan data 
sehingga memenuhi prosedur (sekitar 30 data atau lebih), sejauh penambahan 





Keterangan Jumlah Persentase 
Kuesioner yang disebar 50 100 
Kuesioner yang dikembalikan 34 68 
Kuesioner tidak lengkap 4 8 
Kuesioner yang memenuhi syarat 30 60 
Sumber: Data primer yang diolah (2011) 
 
Gambaran umum responden dapat dilihat pada pembahasan berikut ini. 
1. Jenis Kelamin 
 
Gambar 4.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
      Sumber: Data primer yang diolah (2011) 
 
Dari gambar 4.4 dapat diketahui bahwa  26 orang atau 86,7% responden 
berjenis kelamin laki-laki dan 4 orang atau 13,3% berjenis kelamin wanita, 
























































Gambar 4.5 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia 
                Sumber: Data primer yang diolah (2011) 
 
Dari gambar 4.5 dapat diketahui bahwa 1 responden atau 3,3% berusia antara 
30-40 tahun, 7 orang atau 23,3% berusia antara 41-50 tahun, 20 orang atau 
66,7% berusia antara 51-60 tahun, 2 orang atau 6,7% berusia lebih dari 60 
tahun, sehingga responden terbanyak berusia sekitar 51-60 tahun. 
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3. Lama Jabatan 
 
 
      Gambar 4.6 Klasifikasi Responden Berdasarkan Lama Jabatan 
        Sumber: Data primer yang diolah (2011) 
 
Dari gambar 4.6 dapat diketahui bahwa 17 responden atau 56,7% telah 
menjabat selama 3-5 tahun, 6 responden atau 20% telah menjabat selama 6-
8 tahun, 2 orang atau 6,7% responden telah menjabat selama 9-11 tahun, 
dan 5 responden atau 16,7% telah menjabat lebih dari 11 tahun.  
 
4. Lama Bekerja 
 
       Gambar 4.7  Klasifikasi Responden Berdasarkan Lama Bekerja 
           Sumber: Data primer yang diolah (2011) 
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Gambar 4.7 menunjukkan bahwa  29 orang atau 96,7% responden telah 
bekerja lebih dari 11 tahun, sedangkan responden yang memiliki masa kerja 
6-8 tahun berjumlah 1 orang atau sebesar 3,3%. 
 
C. Uji Instrumen Penelitian 
1. Uji Validitas 
Suatu pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan 
benar dan nyata (Jogiyanto, 2010: 120). Uji validitas terhadap daftar 
pertanyaan dalam kuesioner dilakukan untuk mengukur seberapa cermat 
suatu instrumen berfungsi sebagai alat ukur. Uji validitas ini menggunakan 
model Pearson Product Moment.  
Penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 5%. Penentuan valid atau 
tidaknya pernyataan atau item, ditentukan   oleh   besarnya   koefisien   
korelasi. Suatu item dikatakan valid jika  r hitung  >  r tabel. Nilai r tabel 
untuk jumlah responden 30 adalah sebesar 0,305. Pengujian validitas ini 
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a. Variabel Akuntabilitas 
 1. Akuntabilitas Aktual 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Aktual 
 





















Sumber: Data primer yang diolah (2011) 
 
2. Akuntabilitas Expectation 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Expectation 
 





















  Sumber: Data primer yang diolah (2011) 
b. Variabel Transparansi 
1. Transparansi Aktual 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Validitas Transparansi Aktual 
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2. Transparansi Expectation 
Tabel 4.6 
Hasil Uji Validitas Transparansi Expectation 
 





















  Sumber: Data primer yang diolah (2011) 
 
2. Uji Reliabilitas 
Reliabilitas adalah tingkat seberapa besar suatu pengukur mengukur 
dengan stabil dan konsisten (Jogiyanto, 2010:132). Uji reliabilitas dilakukan 
untuk mengetahui konsistensi suatu instrumen ukur di dalam mengukur 
konsep yang sama. Dengan kata lain, bila suatu instrumen ukur dipakai dua 
kali, untuk mengukur konsep yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh 
relatif konsisten, maka instrumen ukur tersebut dianggap reliabel. Reliabilitas 
dalam penelitian ini diuji dengan metode Cronbach’s Alpha. Adapun 
klasifikasi nilai Cronbach’s Alpha adalah sebagai berikut: 
0,8-1,0    :  Reliabilitas baik 
0,6-0,799   :  Reliabilitas diterima 
Kurang dari 0,6    :  Reliabilitas kurang baik 
Pengujian reliabilitas variabel dengan menggunakan bantuan program SPSS 



















































Hasil Uji Reliabilitas Variabel 
 
Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 
Akuntabilitas Aktual 0,817 Baik 
Akuntabilitas Expectation  0,915 Baik 
Transparansi Aktual 0,859 Baik 
Transparansi Expectation 0,884 Baik 
Sumber: Data primer yang diolah (2011) 
 
D. Persepsi Stakeholders Internal terhadap Variabel Akuntabilitas 
Hasil pengujian deskriptif responden untuk setiap item pertanyaan pada 
variabel akuntabilitas dapat dilihat pada tabel 4.8. Nilai mean pada hasil 
pengujian tersebut kemudian diklasifikasikan agar lebih mudah dalam melakukan 
analisis data. Klasifikasi dilakukan dengan cara menghitung nilai interval 
(Rahmulyono, 2008: 78). Untuk setiap item jawaban, memiliki rentang nilai 
mean antara 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju), maka nilai 
intervalnya adalah: 
Interval =  (Skor tertinggi – Skor terendah) / Jumlah kelompok 
  =  (5-1) / 5 
  =  4 / 5 
  =  0,8 
 
Dari nilai interval sebesar 0,8, dapat dibuat klasifikasi jawaban sebagai berikut: 
1 – 1,8 :  Sangat Rendah 
1,8 – 2,6 :  Rendah 
2,6 – 3,4 :  Sedang 
3,4 – 4,2 :  Tinggi 
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Klasifikasi jawaban di atas meragukan karena adanya nilai klasifikasi yang berulang 
(overlapping class limits). Untuk menghindarinya, dipergunakan klasifikasi kelas 
sebagai berikut (Djarwanto, 2001: 71). 
1 – 1,79 :  Sangat Rendah 
1,8 – 2,59 :  Rendah 
2,6 – 3,39 :  Sedang 
3,4 – 4,19 :  Tinggi 
4,2 – 4,99 :  Sangat Tinggi 
Tabel 4.8 





STS TS RR S SS Σ mean STS TS RR S SS Σ mean 
1 0 0 5 13 12 127 4.23 0 0 1 8 21 140 4.67 
2 0 2 9 12 7 114 3.80 0 1 2 13 14 130 4.33 
3 1 2 8 16 3 108 3.60 1 0 2 14 13 128 4.27 
4 0 3 5 16 6 115 3.83 0 1 1 14 14 131 4.37 
5 0 5 7 13 5 108 3.60 0 1 2 16 11 127 4.23 
Sumber: Data primer yang diolah (2011) 
 
Kriteria akuntabilitas yang pertama adalah pertanggungjawaban dana 
publik. Pengertian Akuntabilitas menurut Pola Tata Kelola UNS adalah suatu 
bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan 
kebijakan yang dipercayakan kepada universitas dalam mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan secara periodik, sehingga organisasi mampu menuju pencapaian 
visi dan misi yang telah ditetapkan. Hasil pengujian deskriptif pada tabel 4.8 
menunjukkan bahwa nilai mean pada kondisi aktual dan expectation berada pada 
klasifikasi sangat tinggi, yaitu 4,23 dan 4,67. Hal ini berarti para stakeholders 
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mampu mengungkapkan pertanggungjawaban dana yang digunakan, baik dana 
yang berasal dari pemerintah pusat maupun pihak lainnya. Laporan keuangan 
UNS tahun 2009 (aktual) dianggap telah memenuhi harapan stakeholders 
internal. 
Kriteria akuntanbilitas yang kedua adalah jenis dan bentuk laporan 
keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2005, jenis dan 
bentuk laporan keuangan yang harus disajikan secara periodik oleh Badan 
Layanan Umum meliputi Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aktivitas, 
Neraca (Balance Sheet), Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flows), Catatan 
(pengungkapan/penjelasan) atas Laporan Keuangan, serta Laporan Aktivitas. 
Hasil pengujian deskriptif pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai mean pada 
kondisi aktual berada pada klasifikasi tinggi, untuk nilai mean 3,80 sedangkan 
kondisi expectation berada pada klasifikasi sangat tinggi, yaitu 4,33. Laporan 
keuangan UNS untuk tahun 2009 telah disajikan menurut peraturan yang berlaku. 
Namun, adanya perbedaan antara harapan dan keadaan saat ini menggambarkan 
stakeholders internal beranggapan bahwa ada informasi pada laporan keuangan 
yang belum diungkapkan secara detail dan memadai dalam catatan atas laporan 
keuangan. Informasi yang belum diungkapkan ini dianggap cukup material, dapat 
mempengaruhi stakeholders internal dalam pengambilan keputusan.  
Kriteria akuntabilitas yang ketiga adalah penyajian tepat waktu. Penyajian 
yang tepat waktu dapat menjadi suatu indikator keseriusan satuan kerja dalam 
memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang telah diberikan. 
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kondisi aktual berada pada klasifikasi tinggi, untuk nilai mean 3,60. Kondisi 
expectation berada pada klasifikasi sangat tinggi, yaitu nilai mean 4,27. 
Perbedaan ini disebabkan adanya kekurangan pada Sistem Akuntansi Instansi 
(SAI) yang digunakan oleh UNS. Pada tahun 2005, telah dilaksanakan 
pembaharuan sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan oleh instansi 
pemerintahan, sehingga UNS telah mengimplementasikan Sistem Akuntansi 
Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Aktiva Tetap (SAAT)/ Sistem Akuntansi 
Barang Milik Negara (SABMN). Implementasi SAI di UNS telah mampu 
menghasilkan neraca dan laporan‐laporan lain yang diperlukan secara periodik, 
walaupun masih perlu disempurnakan, misalnya laporan-laporan tersebut belum 
dilengkapi dengan pengungkapan (UNS, 2009a: 77). Stakeholders internal 
berharap Sistem Akuntansi Instansi ini dapat segera disempurnakan sehingga 
laporan keuangan UNS dapat disajikan tepat waktu sesuai Peraturan Pemerintah 
RI 23 Tahun 2005, yaitu paling lambat satu bulan setelah periode pelaporan 
berakhir. 
Kriteria akuntabilitas yang keempat adalah audit (pemeriksaan). Menurut 
Pola Tata Kelola UNS, indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat juga 
diukur dengan opini audit yang dikeluarkan oleh Auditor Eksternal. Hasil 
pengujian deskriptif pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai mean pada kondisi 
aktual berada pada klasifikasi tinggi, untuk nilai mean 3,83. Kondisi expectation 
berada pada klasifikasi sangat tinggi, untuk nilai mean 4,37. Laporan keuangan 
UNS tahun 2009 telah diaudit oleh auditor eksternal, yaitu Widdie Andriyanti 
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Kriteria akuntabilitas yang kelima adalah adanya respon yang cepat 
terhadap hasil pemeriksaan (audit) yang telah dilakukan. Hasil pengujian 
deskriptif pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai mean pada kondisi aktual 
berada pada klasifikasi tinggi, untuk nilai mean 3,60 sedangkan kondisi 
expectation berada pada klasifikasi sangat tinggi, yaitu 4,23. Para stakeholders 
internal memiliki harapan yang sangat tinggi akan adanya tindak lanjut atas 
temuan-temuan selama proses audit dalam bentuk tindakan koreksi. Permintaan 
tindakan koreksi diberikan oleh tim Penjamin mutu akademik tingkat fakultas 
kepada Satuan Pengawas Internal (SPI) yang akan meneruskan ke Dekan. 
Pimpinan Fakultas melakukan tindakan koreksi sesuai dengan permintaan 
tindakan koreksi dan melaporkan hasil tindakan koreksi kepada Pembantu Rektor 
1 dengan tembusan kepada Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Kantor Jaminan 
Mutu (KJM). Tindakan koreksi ini harus diselesaikan dalam periode waktu yang 
telah disepakati (UNS, 2009c: 12). 
 
Tabel 4.9 
Ringkasan Persepsi Stakeholders Internal terhadap Variabel Akuntabilitas 
 
Indikator 
Aktual Expectation Selisih 
Mean Mean Gap Rank 
Pertanggungjawaban dana publik 
Jenis dan bentuk laporan keuangan 
Penyajian tepat waktu 
Pemeriksaan (audit) 





















mean Variabel Akuntabilitas 3,81 4,37 -0,56 
 
   Sumber: Data primer yang diolah (2011) 
 
Selisih (Gap) antara kondisi saat ini dengan harapan menjelaskan tingkat 
kepuasan stakeholders internal terhadap laporan keuangan UNS. Dalam tabel 4.9 
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kondisi aktual adalah 3,81, sedangkan mean untuk kondisi yang diharapkan 
sebesar 4,37 sehingga menghasilkan gap atau tingkat kepuasan sebesar -0,56. 
Berdasarkan klasifikasi, nilai gap ini termasuk klasifikasi sedang. Hal ini berarti 
persepsi tingkat kepuasan stakeholders internal terhadap variabel akuntabilitas 
laporan keuangan UNS adalah sedang atau dalam keadaan biasa saja. 
 
E. Persepsi Stakeholders Internal terhadap Variabel Transparansi 
Tabel 4.10 





STS TS RR S SS Σ mean STS TS RR S SS Σ mean 
1 0 9 13 6 2 91 3.03 0 1 5 13 11 124 4.13 
2 0 13 9 6 2 87 2.90 0 2 3 16 9 122 4.07 
3 0 15 9 3 3 84 2.80 0 5 4 12 9 115 3.83 
4 0 6 15 7 2 95 3.17 0 1 5 13 11 124 4.13 
5 0 14 9 6 1 84 2.80 0 5 5 11 9 114 3.80 
Sumber: Data primer yang diolah (2011) 
 
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses bagi setiap orang untuk 
memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang kebijakan, proses perbuatan 
dan pelaksanaannya, termasuk hasil-hasil yang telah dicapai. Kriteria 
transparansi yang pertama adalah ketersediaan sistem informasi. Hasil pengujian 
deskriptif pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai mean pada kondisi aktual 
berada pada klasifikasi sedang, untuk nilai mean 3,03 sedangkan kondisi 
expectation berada pada klasifikasi tinggi, yaitu 4,13. Terjadi selisih mean yang 
cukup besar yaitu sebesar -1,10. Hal ini berarti stakeholders internal memiliki 
persepsi UNS belum memiliki sistem informasi yang memadai yang 
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Namun, pada kenyataanya, UNS sendiri telah memiliki aplikasi Sistem Informasi 
yang dikelola secara online oleh Pusat Komputer UNS yang bekerjasama dengan 
PT Telkom dan PT Indosat, yang mencakup Sistem Administrasi Keuangan, 
Sistem Administrasi Akademik, Sistem Administrasi Kemahasiswaan, Sistem 
Administrasi Ketenagaan, serta Sistem Administrasi Sarana dan Prasarana. 
Perbedaan persepsi ini dapat disebabkan kurangnya sosialisasi dari pihak UNS 
terkait sistem informasi tersebut. 
Kriteria transparansi yang kedua, ketiga dan keempat berhubungan dengan 
laporan keuangan UNS. Kriteria kedua adalah aksesibilitas terhadap laporan 
keuangan yang telah diaudit. Hasil pengujian deskriptif pada tabel 4.10 
menunjukkan bahwa nilai mean pada kondisi aktual berada pada klasifikasi 
sedang, untuk nilai mean 2,90. Sedangkan kondisi expectation berada pada 
klasifikasi tinggi, yaitu 4,07. Kriteria transparansi yang ketiga adalah publikasi 
laporan keuangan. Hasil pengujian deskriptif pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa 
nilai mean pada kondisi aktual berada pada klasifikasi sedang untuk nilai mean 
2,80, sedangkan kondisi expectation berada pada klasifikasi tinggi, yaitu 3,83. 
Kriteria transparansi yang keempat adalah hak untuk mengetahui hasil audit 
(pada tingkat tertentu). Hasil pengujian deskriptif pada tabel 4.9 menunjukkan 
bahwa nilai mean pada kondisi aktual berada pada klasifikasi sedang untuk nilai 
mean 3,17, sedangkan kondisi expectation berada pada klasifikasi tinggi, yaitu 
4,13.  
Ketiga kriteria ini memiliki selisih yang cukup besar antara kondisi aktual 
dan kondisi yang diharapkan. Besar selisih untuk masing-masing kriteria adalah -
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laporan keuangan UNS yang telah diaudit sampai saat ini belum di-publish oleh 
pihak UNS. Menurut UNS (2009a: 84) dalam Pola Tata Kelola, hasil laporan 
keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal akan diumumkan pada situs 
web UNS (http://auk.uns.ac.id). Namun, opini Wajar Tanpa Pengecualian 
terhadap Laporan Keuangan UNS tahun 2009 justru diperoleh melalui media 
massa lokal (Solopos). Stakeholders internal berharap untuk kedepannya laporan 
keuangan yang telah diaudit dapat segera diumumkan melalui sistem informasi 
yang telah dimiliki pihak universitas. 
Kriteria transparansi yang kelima adalah ketersediaan informasi kinerja. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, sebagai suatu Badan Layanan Umum, 
menyusun program-program didasarkan pada aspirasi, masukan dan saran dari 
masing-masing unit kerja universitas. Aspirasi tersebut diseleksi serta 
disesuaikan oleh universitas. Kemudian program yang telah disusun ditetapkan 
indikator kinerja kuncinya dan dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang 
akan dilaksanakan oleh setiap unit kerja. Pertanggungjawaban program yang 
berupa laporan (Laporan Keuangan dan Kinerja) dilakukan oleh penanggung 
jawab program, yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai bahan penyusunan 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada setiap akhir 
tahun kepada Departemen Pendidikan Nasional.  
Hasil pengujian deskriptif pada kriteria kelima ini menunjukkan bahwa 
nilai mean pada kondisi aktual berada pada klasifikasi sedang untuk nilai mean 
2,80 sedangkan kondisi expectation berada pada klasifikasi tinggi, yaitu 3,80. 
Selisih sebesar -1,00 disebabkan kekurangan dalam Laporan Akuntabilitas 
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anggaran. Sehingga, “kinerja” yang telah dicapai dan disajikan dalam Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum dapat menggambarkan kinerja 
”riil” universitas. Selain itu, dilihat dari aspek proses, antara anggaran dan 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat secara manual dan 
terpisah. Proses manual semacam ini selain menyita banyak waktu dan 
memerlukan upaya yang intensif untuk mencegah terjadinya kesalahan laporan 
(UNS, 2009a: 77). Stakeholders internal memiliki harapan tinggi agar Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga dapat dengan mudah diakses oleh 
semua pihak, tidak hanya untuk pihak internal. Salah satu cara yang dapat 
dilakukan oleh pihak universitas adalah membuat suatu sistem yang dapat 
mengintegrasikan secara langsung antara hasil kinerja dan anggaran yang telah 
ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, kekurangan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah dapat teratasi dan dapat diakses oleh semua pihak. 
Bila semua pihak dapat memperoleh, maka pihak universitas tentu saja akan 
semakin banyak memperoleh aspirasi dan saran yang bermanfaat dalam 
penyusunan program-program. 
Tabel 4.11 
Persepsi Stakeholders Internal terhadap Variabel Transparansi 
 
Indikator 
Aktual Expectation Selisih 
Mean Mean Gap Rank 
Ketersediaan sistem informasi 
Aksebilitas laporan keuangan 
Publikasi laporan keuangan 
Hak mengetahui hasil audit 





















mean Variabel Transparansi 2,94 3,99 -1,05 
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 Dalam tabel 4.11 terlihat bahwa nilai mean untuk variabel transparansi 
laporan keuangan pada kondisi aktual adalah sebesar 2,94, sedangkan nilai mean 
untuk kondisi yang diharapkan (expectation) sebesar 3,99 sehingga menghasilkan 
gap atau tingkat kepuasan sebesar -1,05. Dalam klasifikasi, nilai gap ini termasuk 
dalam klasifikasi rendah. Hal ini berarti persepsi stakeholders internal terhadap 





















































Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi stakeholders internal 
terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan UNS.  Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 responden. Hasil yang diperoleh 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Hasil penghitungan nilai mean dengan menggunakan SPSS 17 ditemukan 
bahwa rata-rata persepsi stakeholders internal terhadap variabel akuntabilitas 
laporan keuangan pada kondisi aktual sebesar 3,81 dan pada kondisi 
expectation sebesar 4,37. Selisih atau gap sebesar -0,56 menggambarkan 
tingkat kepuasan. Dalam klasifikasi, nilai gap ini termasuk klasifikasi sedang, 
berarti persepsi tingkat kepuasan stakeholders internal terhadap akuntabilitas 
laporan keuangan UNS pasca ditetapkan sebagai BLU adalah sedang atau 
dalam keadaan biasa saja. 
2. Hasil penghitungan nilai mean dengan menggunakan SPSS 17 ditemukan 
bahwa rata-rata persepsi stakeholders internal terhadap variabel transparansi 
laporan keuangan pada kondisi aktual sebesar 2,94 dan pada kondisi 
expectation sebesar 3,99. Selisih atau gap sebesar -1,05 menggambarkan 
persepsi tingkat kepuasan stakeholders internal terhadap transparansi laporan 



















































1. Penelitian ini hanya menggunakan persepsi stakeholders internal dengan 
jumlah sampel sebanyak 30 responden. Persepsi stakeholders internal 
digunakan karena sampai pada saat penulis akan mengedarkan kuesioner, 
laporan keuangan UNS tahun 2009 belum diumumkan karena proses audit 
belum selesai dilaksanakan. Untuk menghindari bias data, penulis hanya 
mengambil sampel dari stakeholders internal. 
2. Proses pengumpulan kuesioner yang memakan waktu yang cukup lama dan 
tingkat pengembalian (response rate) kuesioner yang cukup rendah. Hal ini 
dikarenakan penelitian ini menggunakan sampel para pejabat universitas yang 
memiliki tingkat kesibukan yang cukup tinggi sehingga mengalami kendala 
waktu dalam proses pengumpulan kuesioner. 
3. Variabel dalam penelitian ini hanya ada dua, yaitu akuntabilitas dan 
transparansi dengan total pertanyaan sebanyak 10 item. 
 
C. SARAN 
1. Penelitian selanjutnya dapat menambah kelompok sampel yang akan diteliti, 
yaitu sampel dari stakeholders eksternal. Persepsi dari kedua kelompok 
sampel ini kemudian dapat diperbandingkan, untuk mengetahui apakah ada 
perbedaan persepsi antara stakeholders internal dan eksternal. 
2. Untuk mengantisipasi keterbatasan waktu, peneliti dapat membuat suatu 
perencanaan dan matrikulasi dengan tepat, sehingga waktu dapat 
dimaksimalkan dengan baik. Untuk menaikkan tingkat pengembalian 
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kepada pihak rektorat agar diberikan kemudahan dalam penyebaran 
kuesioner. 
3. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji variabel-variabel lain yang belum 
dapat diobservasi oleh peneliti dalam penelitian ini serta menambah jumlah 
item pertanyaan yang digunakan pada setiap variabel. 
 
 
